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ABSTRAKSI]

Kawasan Asia yang dikenal dengan sebuian “Segitiga Emas” {Thailand, Laos dan
Myanmar) sudah dikenal lama sebaga salah satu kawasan produsen narkotika di dunia.
Keberadaan opium di Myanmar bukan merupakan tanaman asli. Tanaman ini bamu ada
sejak jaman kolonial Inggris pada tahun 1891, dimana tanaman opium diambi] dar India
dan ditanam secars besar-besaran di Myanmar.

Di Indonesia, narkotika sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda. Indonesia
dipandang sehagail pasar yang menguntungkan bagi peredaran narkotika karena Indonesia
dapat dijadikan schagai negara transit bagi negara lain {dalam hal ini Myanmar) untuk
mengedarkan narkotika. Myanmar sebagai negara konsumen narkotika, Setelah
kemerdekaannya, pemerintah Rl dan pemenntah Myanmar berupaya menanggulangi
narkotika dengan membuat sejumiah  Undang-Undang, kebijakan dan  program
menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi narkotika. Pemerintah RI membuat
instrukst No.6 tahun 1971 dan Inpres RI No.3 tahun 2002, sedangkan pemerimah
Myanmar membentuk sejumiah kebijakan dan program,

Skripsi ini bertyjuan untuk  membandingkan dan  mengetahw kebiakan
pemerintah Rl dan pemerintah Myanmar dalam menanggulangt narkotika serta
hambatan-hambatannya. Teori yang digunakan adalah konsep Kepentingan Nasional,
Konsep Kebijakan dan Teon Perbandingan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan
adalah melalui studh pustaka dengan data yang diperoleh dan buku, surat kabar,internet
dan artikel. Sknpsi int bersifat deskniptif-cksplanatif karena menjelaskan hubungan sebab
akibat variabel penelitian, menguji hipotesis dan memberikan pambaran mengenai
kebijakan menyangkut penanggulangan peredaran narkotika oleh pemerintah Indonesia
lan Mvanmar. Penclitian dibatasi dari seiak marsknva peredaran narkotiks dikedua
acgara yakni pada {ahon 1998 sampai 2004,

Kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar dalam menanggulangi
yarkotika dimilai kurang efekuf karena dapat dilihat dari hambatan yang muncul datam
remerintahan masing-masing negara. Indonesia mengalami lemahnya pengawasan d
sandar udara, pelabuhan dan perbatasan darat, serta lemahnya penegakkan hukom.
Sedangkan program penanggulangan narkotika di Myanmar seringkali berbenturan
tengan keberadaan kelompok pemberontak yang metindungi Ishan narkotika.

*ATA XUNCI : Perbandingan, Kebijakan Pemerintah, Narkotiks.
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